
· 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dad 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembenrukan Kora Cimahi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

3. Undang-Uadang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

WALI KOTA CIMAHI, 

a. bahwa unruk mcrealisasikan sebagiau sum ber 
Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017, perlu 
disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah per triwulan; 

b. bahwa berdasarkan basil rapat koordinasi dengan 
Satuan Kcrja Perangkat Daerah Penghasil tentang 
Penyusunan dan Penetapan Target Pendapatan Tahun 
2017 pada tanggal 11 November 2016, telah disepakati 
target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
per triwulan Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan hunt! b, perlu disusun 
Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Target Pencrimaan 
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tohun 
Anggaran 2017; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TARGET PENERIMA.AN PAJAK DAERAH DAN RETRJBUSI DAERAH 
KOTA CIMAHJ PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN WALi ROTA CIMABJ 
NOMOR 3 TAHON 2017 

BERJTA DAERAH KOTA CIMABI 
NOMOR ~S\TAHUN 2017 

/ 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43551; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangg,mg Jawab 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44001; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tuhun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 
sebagaimana tclah diubah bcberapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Keuan.gan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesial'ahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaaian lnsentif 
Pcmungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tem.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Pcraturan ~kntcri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 201 L 
tentang P.ajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 
Tahun 2014 tenrang Perubahan Atas Peraruran Daerah 
Kota Cimahi l\omor9 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 
.... ···-·· , .. ~ ~ ,...,.. . 



PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET 
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
vn,ra rTM&l:fl 'P"RV TVmnTI.AJl TAmTN ANr.r.ARAN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 
tcntang Relribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi 
Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Peruoohan Atas Peraturan 
Dacrah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2014 Nomor 174); 

14. Peraturan Darrah Kola Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C); 

15. Pcraturan Oaerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
KotaCimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C,; 

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Cimahi (Lem.baran Daerah Kota Cimahl Tahun 
2016 Nomor 207) 

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ota 
Cimahi Tahun Anggaran 2017(1.embaran Daerah J<ota 
Cimahl Tahun 2016 Nomor 210); 

18. Peraturan Wali Kota Cimah.i Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pcngaturan Pemberian dan Pemanfaatan 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 
2010 Nomor 87 Seri BJ sebagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 
2013 tentang Perubaban Atas Pengaturan Peraturan 
Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 eemang 
Pengaruran Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah Kota 
Cimahl (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 
175); 

19. Peraturan Wall Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang 
Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243); 

20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah Yang 
Oibayar Sendiri Oleb Wajib Pajak (Serita Daerah Kota 
Cimahl Tabun 2015 Nomor 244); 

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 54 Tabun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Oaerah Kota Cimabi Tabun Anggaran 20 I 7 (Serita 
Daerah Kota Cimahi Tabun 2016 Nomor 346); 

Mcnctapkan 



' 

Jenis-jenis Retribusi Daerah, terdiri dari : 
a. Retribusl Jasa lJmum, meliputi : 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Rctribusi Pelayanan Persarnpahan/ Kebersihan; 
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
4. Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi jalanan lJmum; 
5. Retribusi Pclayanan Pasar; 
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
7. Retribusi Perneriksaan Alat Pemadam Kebarakan; 
8. Retribusi Pcngendalian Menara. 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah : 
I. Retribusi Terminal; 
2. Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah. 

c. Rctribusi perizinan Tertenru, meliouti : 

Pasal 3 

Bagla.n Kedua 
Retrlbnai Daerah 

-Jenls-jcnis Pajak Daerah, meliputi : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Parkir: 
g. Pajak Air Tanah; 
h, Pajak Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan; dan 
i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

Pa.sal 2 

Bag,ian Kesatu 
Pajak Daerah 

BAB IT 
JENIS.JENIS PAJAK DAERAB DAN RETRIBUSI DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa1 I 
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kota Cimahi 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerab Kota Cimahi 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimah.i 
4. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terurang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunalcan untuk keperluan Daerab bagi sebesar 
besarnya ke.makmuran rakyat. 

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Reuibusi, adalab pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan, atau dJberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan. 



(1) lnsentif pemungutan pajak Oaerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan 
lnscntif apabila target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah per triwnlan tercapai atau tcrlampaui dengan ketenruan sebagai 
berikut : 
a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan 

Triwulan I, Insentif tidal< diberikan pada awal Triwulan ll; 
b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapa.i Target Penerimaan 

Triwulan l atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwu!an Il; . . .. . . . . - . . .. .. 

Pasal 7 

BABIV 
lNSENTIF PEMUNGUTAR PAJAK DAERAH R.ETRIBUSl DAERAH 

Target Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun 
anggaran 2017, tcrcantum dalam Lampiran Peraturan ini, 

Pasal 6 

( I) Target penerimaan rctribusi daerah adalah target reai.busi daerah Tahun 
Anggaran 2017. 

(2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
disusun untuk tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 [empat) triwulan 
yaitu Triwulan I, Triwulan Il, Triwulan Ill dan Triwulan N. 

(3) Target penerimaan retribusi daerah disusun per jenis retribusi dalam 
presentase angka, secara bertahap sampai mcncapa.i 100% (seratus per 
seratus], 

(4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Perangkat 
Oaerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi daerah terkait. 

Pa.sal 5 

(1) Target penerimaan pajak daerah adalah target daerah Tahun Anggaran 
2017. 

12) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 [empat] 
triwulan yaicu Triwulan I, Triwulan Il, Triwulan Ill dan Triwulan N. 

(3) Target pcncrimaan pajak daerah disusun per jenis pajak dalam presentase 
angka, secara bertahap sampai mencapai I 00% (seracus per seratus]. 

(4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Badan Pengelola 
Pcndapatan Kota Cimahi. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Pajak Daerah 

BABm 
TARGET PENERIMAAN PAJAK DERAH DAN R.ETRIBUSl DAERAH 



' 
SERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR ~ S1 

I 
Diundangkan di Cilnabi 
pada tanggal } ?An'-'...; 

SUDIARTO 

ttd 

WA.KIL WAU KOTA CIMAHl, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerim:ahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Serita Oaerah Kota Cimahi. 

Diretapkan di Cimahi 
pada tanggal ~ ?"''"'o" :,,.7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

BABV 
PENUTUP 

d. Apabila pada akh.ir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan 
Triwulan II atau lebih, Insentif dibcrikan untuk Triwulan I yang belum 
dibayarkan dan Triwulan fl; 

e. Apabila pada akhir Triwulan m realisasi kurang dari Target Penerimaan 
Triwulan III, lnsentif tidak diberikan pada awal Triwulan JV; 

f. Apabila pada akhir Triwulan m realisasi mencapai Target Penerimaan 
Triwulan III atau lebih, lnsentif diberikan pada awal Triwulan IV; 

g. Apabila pada akbir Triwulan IV rcalisasi mencapai Target Penerimaan 
Triwulan IV atau 100% (seratus per scratus) atau lebih, insentif 
diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan; 

h. Apabila pada akbir Triwulan IV realisasi kurang dari I 00% (serarus per 
seratus) tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan UI, lnsentif 
diberikan untuk Triwulan Ill dan Triv.'Ulan sebelumnya yang belum 
dibayarkan. 

f2) Penerimaan dan besarnya insentifpemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota. 
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: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 200 l ten tang 
Pembentukan Kota Cimabi (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587j 
sebagai.mana telah diubab beberapakali terakhir 
dengan Undang-Uodang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

a. ba hwa dalam rangka mendorong profesionalisme 
ASN dengan meningkatkan disiplin, produktifitas, 
efisiensi kerja dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. perlu pengaturan mengenai pelaksanaan 
hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di 
Llngkungan Pemeriotah Daerah Kota Cimahi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu kiranya untuk 
mengatur ketentuan hari kerja dao jam kerja 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi; 

WALi KOTA CIMABI, 

DENGAN RAHIIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KBTENTUAN BARI KERJA DAN JAM KBRJA 
APARATUR SlPll. ll'BGARA DI LlliGKUNGAl( 

PEMERilfTAB DAERAB KOTA CIMAHI 

"tElt1ilG 

PERATURAlf WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR 4 TABOli 201 7 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR 352 TAHUN 2017 

r 

Menglngat 

Menlmbang • 



Oalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Oaerah Kota Cimahi. 
3. Wali Kola adalah Wall Kota Cimahi. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daernh di lingkungao Pemerintah , 

Daerah Kota Cimahi. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dising)<at ASN adalah Aparatur 

Sioil Neeata dilin.oknrtPAn PP.mP.rinh,h n~~rAh Knt:l r.im.i=-"hi 

Pua! 1 

BABI 
KE~1~E11-1v~AJI UlroM 

MenetapklUl : PERATURAN WALi KOTA TBIITAil'G KBTENTUAN HARi 
DRJA DAii JAM KERJA APA.RA.TUR SIPIL NEGARA DI 
LINOKU!fGAlf PEMERIIITAB DAERAB KOTA CIMAHI. 

MBMUTUSKAIJ : 

8. Peraturao Oaerah Kota Cirnahi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi 
Nomor207 Tuhun 2016); 

5. Peraturan Pemerintah Nomot 53 Tahun 2010 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kcrja di lingkungan Lernbaga Pemerintah; 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tabun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tuhun 2000 
rentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Oalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Neg.am Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubaban Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 1 00 
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Oalam Jabatan Stru.ktural (Lembaran Negara 
Republilc tndonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan 
Lembe.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 41701; 

• 



(1) Hari keria di lingkungan Pemcrintah Daerah Kota Cimahi adalab: 
a. 5 (lima] hari kerja dalaJn l {satu) minggu mulai hari Sellin sampai 

dcngan Jum'at; 
b. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu] minggu mulai bari Sellin sampai 

dengan Sabtu; 

Pua14 

Disiplin kerja ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan 
ketentuan: 
a. mematuhijam kerja deogan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu; 
b. melaksanakan apel pagi sesuai dengan ketenruan yang berlaku; dan 
c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. 

Pasal 3 

BABm 
DISIPLIII BARI KJIRJA DAii JMII. KER.JA 

(I) .Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan hari 
kerja dan jam ke.rja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

{2) Tujuan Peraturan Wall Kota Ini : 
a. meningkatkan disiplin kerja bagj ASN; 
b. meningkatkan produktifitas kerja; 
c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas; dan 
d. melaksanakan pelayanan yang lebib baik kepada masyarakat. 

Pual2 

BABU 
lllAXSUD DAl!I TVJUAJr 

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manu!da Daerab Kota Cimahi. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumab Sakit Umum Daerah Cibabat. 

8. Unit. Pelaksana Teknis yang selanjumya disingk:al UPT adalah Unit 
Pelaksana Teknis di Llngkung;,.n Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

9. Harl Kerja adalah hari dimana ASN harue melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya selama jam kerja yang ditentukan. 

10. Jam Kerja adalah jam bekerja bagi ASN di Llngkungan Pemerintah Daerah 
Kota Cirnahi. 

l l. Apel pagi adalah kegjatan yang dilakukan secara bersama disuatu rempat 
yang dipimpin oleh pembina apel pagi. 

12. Disiplin kerja ASN adalah ASN mentaati kehadiran dan kepulangan sesuai 
jam kerja yang telab ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

13. Sistern daftar hadir elektronik (finger Print) adalah Sistem daftar hadir ASN 
dengan menggunakan metode kehadiran absensi dengan mendeteksi sidik 
jari. 

14. Komplek Perkantorao. Pemerintah Oaerah Koca Cimahi adalah berlokasi di 
Jalan Raden Demang Hardjakusumah. 



(1) Setiap ASN wajib mengikuti ape! pagi setiaphari dengan ketentuan: 
a. ASN di lingkungan komplek Pemerintah Daerah Kota Cimahi 

melaksanakan ape) pagi di lingkw@ul komplek perkantoran 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi; 

Pasa15 

BABIV 
APELPAGI 

(7) Pengaturan jam kerja bagi Perangkat Daerah yang meugatur tentang 
kerja shift ASN diatur oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah 
berkoorclinasi dengan BKPSDMD Kota Cimahi dan mengacu pada 
peraturan yang berlaku. 

(6) Selama jam kerja ASN diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

c. Sekolah dengan ketentuan sebagai bcrikut: 
I. Senin s/d karnis : pukuJ 07.00 s/d 14.00 WJB; 
2. Jumat : pukul 07.00 s/d 11.00 WIB; 
3. Sabtu : pukul 07.00 s/d 12.30 WCB. 

: pukul 07.00 s/d 14.00 WIB 
: pukul 12.00 s/d 12.30 WTB 
: pukul 07.00 s/d 14.00 WlB 
: pukul 11.30 s/d 12.30 VlTB 
: pukul 07.00 s/d 13.00 WIB 
: pukul 12.00 s/d 12.30 WIB 

lstirahat 
2.Ju.mat 

Jstirahat 
3. Sabtu 

lstirahat 

(SJ Dikecualikan dari Ketentuan sebag;limana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(41 adalab: 
a. RSUD Cibabat, UPT Pengujian Kendaraan Bennotor : 

I. Senin s/d Kamisdan Sabtu: pukul 07.30 s/d 14.30 wm 
Tstirahat : pukul 12.00 s/d 12.45 WlB 

2. Jum'at : pukul 07.30 s/d 14.30 WIB 
Istirahat : pukul 11.45 s/d 13.00 WJB 

b. UPT Puskeamas : 
1. Senin s/d kamis 

: pukul 07.30 s/d 16.00 WIB 
: pukul 12.00 s/d I 3.00 WIB 
: pukul 07.30 s/d 16.30 WID 
: pukul 11.30 s/d 13.00 WlB 

b. Hari Ju.m'at 
lsti.rahat 

(4) Jam ketja sebagaimana dimaksud Pasal l angka 10 dengan ket.entuan 
sebagai beriku t: 
a. Senin s/d Kamis 

lstirahat 

(3) Jumlab jam kerja efektif sebag;aimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
dieergunakan untuk melaksanakan rugas pokok dan fungsi kedinasan. 

(2) Jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 (tiga puluh tujuh korna limaJ jam 
perminggu tidak termasu k istirahat. 



Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal 
hal ecbagai berikut: 
a. sistem daftar hadir elektronik (finger Prinlj mengaJami kerusakan a tau 

tidak berfungsi; 
b. ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; 
c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem daftar hadir 

elektronik; atau . . .. . . 

Pasal 8 

(1) ASN yang tidak mengikuti apel atau tidak masuk kerja diberikan 
ketera.ngan sebagai berikut; 
a. S (sakit] jika lebih dari 2 bari disertai dengan surat keterangan sakit 

dari dokter; 
b. I (izin) kepada atasan langsung atau pejabat pengelola kepegawaian 

Perangkat Daerah; 
c. OL [dinas luarj yang dibuktikan dengan Surat Perintah/Surat Perintab 

Tugas, 
d. C (cuti) dibuktikan dengan surat i.zin cuti; 
e. TB (tugas belajar) dibuktikan dengan surat rugas belajar;dan 
f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketabui alasannya. 

(2) Dalam hal pengisian keterangan ketidakhadiran dilakukan oleh Pejabat 
Pengelola Kepegawaian dimasing-masing Perangkat Daerah, 

Pua17 

(1) ASN wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja dengan menggunakan 
sistem daftar hadir clektronik (finger prinij. 

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja. 

(3) ASN yang mempunyai jadwal piker dapat mengisi daftar hadir sesuai 
dengan jadwal piket yang telah ditentukan. 

(4) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diverifikasi oleh Kepala 
Perangkat Daerah untuk diketahui Kepala BKPSDMD Kota Cimahi. 

Pual6 

BABV 
PBl'fGISIAB DAFTAR RADm 

b. ASN pada Sadan/ Oinas/ Kantor / UPT yang berada diluar Komplek 
Perkantoran Pemerintah Daerab Kota Cimahi untuk melaksanakan 
apel di lingkungan kerja masing-masing, 

(2) Setiap hari Senin peiabat struktural sebagajmana dimaksud pada ayat 1 
huruf h melaksanakan Apel Pagj di lingkungan komplek perkantoran 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

(3) ASN pada Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas mela.ksanakan apel pagi 
di Kecamatan pada bari Senin. 

(4) ASN dapat tidak mengikuti apel pagi dengan ket.entuan: 
a. mengirimkan jadwal piket ASN yang ditujukan ke Wali Kota Cimahi Cq 

BKPSDl',fD Kota Cimabi; 
b. mengirimkan nama ASN yang bekerja dilapangan yang tidak mengikuti 

apel pagi ditujukan ke Wali Kota Cimabi Cq BKPSDMD Kota Cimahi. 



~,-...--:-:; ?/.'~ 
BERITA DAER.AH KOTA CIMAHI 
TAHUN :2017 NOMOR 352 

SUJ)IAR'tO 

W:AKJL. WALi KOT.A CIMA.HI, 

. Diteta.J,kan di Cimah! 
pada tanggal 3 Ja.nuari '20 1 7 

~.l\gar setiap OT:RDg me.nget.a!11.1jnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walt Kota ini dengan menempatkannya dalam Burita Daerah Kota Cim,ahi . 

Peraturan Wall Kota ini berlaku pada aaat diundangken. 
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BAB VI.I 
KETRNTU&N PI-Ntrru.P 

~ala Peran,gkat Daerah dan a tasan langsu mg ASN wajib melaksanakan 
pengawasan ttH·hadap disiplin ASH untuk memenuhi heri kerja dan jam kerja 
5etUI. memberlakukan sanksi apabila teriadl pelanggaran eesuai ketentuan 
yang berlaku. 

Pa.sal 9 

BABVl 
PElfGAWASAN 


